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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
MALANG

NOMOR ......... TAHUN ........ TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018 -2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada
dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta
ketentraman dan ketertiban umum, dimana di daerah itu terdapat keadaan
dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dapat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
Keadaan dimamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan
daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen
masyarakat mulai dari masyarakat itu sendiri, badan hukum maupun aparatur
pemerintah.

Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, pada
pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat merupakan pelayanan dasar yang berkaitan dengan wurusan
pemerintahan wajib. Selain itu pada pasal 255 menegaskan bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda, Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan
masyarakat. Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Praja memiliki kedudukan
strategis dalam ikut mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, berdaya
saing dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang
lebih baik, sehingga Pemerintah kemudian meneguhkan kedudukan itu dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Oleh karena kedudukan strategis Satpol PP berada dalam lingkungan
internal dan eksternal yang selalu berubah, maka menurut Undang-Undang 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satpol PP
selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki rencana strategis
(renstra) yang terukur (measureable) dan dapat dipertanggungjawabkan
(accountable) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang juga
merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah. Dengan demikian renstra Satpol PP
akan merupakan upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki Satpol PP untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan konsekuensi logis bagi
Satpol PP Kota Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
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Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2018 - 2023 untuk disesuaikan dengan struktur organisasi baru dimana
ditambahkan fungsi baru pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yaitu
fungsi pemadam kebakaran.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai penyempurnan dokumen
perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Malang selama S (lima) tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;

3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

6). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

7). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;

11). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan [Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

13). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;

14). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



16)

17).

18).

19).

20).

21).
22).
23).

24).
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman
pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD
Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meyesuaikan

sasaran kinerja sesuai dengan struktur organisasi yang baru serta meningkatkan
kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi,
misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP adalah:

1.

2.

1.4

Menjabarkan RPJMD Kota Malang sesuai dengan struktur organisasi baru
kedalam dokumen yang lebih operasional.

Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen Satpol PP
Kota Malang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan.

Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satpol
PP secara keseluruhan.

.  SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Malang 2018-2023 sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menggunakan
sistematika penulisan sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATPOL PP

2.2. Sumber Daya SATPOL PP

2.3. Kinerja Pelayanan SATPOL PP

- Tabel 2.1

- Tabel 2.2

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP

BAB IIIl PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SATPOL PP

- Tabel 3.1

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

- Tabel 3.2

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

- Tabel 3.3

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
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- Tabel 3.4
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BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran
- Tabel 4.1

BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
- Tabel 5.1

BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Tabel 6.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Tabel 7.1

- Tabel 7.2

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan
struktur organisasi sebagai berikut.

2.1.
a.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
Kewenangan

a.

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;

Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

Tugas dan Fungsi

(1)
(2)

Satpol PP mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman masyarakat
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

b. pengelolaan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan
ketertiban umum;

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota dan Keputusan Walikota serta penyeleggaraan
ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan
Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;

d. penyelenggaraan pengawasan masyarakat terkait Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

e. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan
Walikota;

f. pelaksanaan usaha-usaha preventif mengurangi dan membasmi
bahaya kebakaran;

g. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan,;

h. pelaksanaan pembinaan PPNS Daerabh;



(3)

i
j-
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pengelolaan administrasi umum;
pengelolaan pengaduan masyarakat;

k. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan

1. penyelenggaraan UPT
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satpol PP mempunyai tugas :

a.

menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Satpol PP
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

. menyusun dan merumuskan kebijakan Walikota di bidang

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berdasarkan
wewenang yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan arahan operasional Satuan;

melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencanan
alternatif solusi/kebijakan bagi Pimpinan;

. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau

instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal,;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di

bidang ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan
perundang-undangan, sumber daya aparatur dan perlindungan
masyarakat;

mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan operasi dan
pengendalian, ketertiban umum, pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan
potensi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mewujudkan tercapainya kondisi
masyarakat yang tenteram dan tertib;

. melaksanakan  pembinaan urusan  pemerintahan  bidang

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
ditetapkan Walikota;

. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional dan

pengendalian, ketertiban umum, pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan
potensi masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program
kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap

kegiatan ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.
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Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)
(7)

(8)

9

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas
dan menyelenggarakan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah
maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas masing-masing.

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan
Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memimpin,
membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan,
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan
Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan  masing-masing  serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Apabila Kepala Satuan berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris
Daerah menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai
Kepala Satuan.

Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan
melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan, Sekretaris Daerah
menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Satuan
untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan.

Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Satuan
dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.

Apabila Kepala Bidang berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala
Satuan dapat menunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai
mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk
melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.

Apabila Kepala Subbagian berhalangan melaksanakan tugasnya,
Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai
mampu atas usul Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagai
Kepala Subbagian.

Apabila Kepala Seksi berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala
Satuan dapat menunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas
usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas
sebagai Kepala Seksi.

Susunan Organisasi

(1)

Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
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c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Ketertiban Umum.
d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah,
terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
e. Bidang Sumber Daya Aparatur,terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan;
2. Seksi Pengembangan Tenaga Fungsional.
f.  Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
g. UPT Pemadam Kebakaran;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Satpol PP

Untuk Susunan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
terdapat 131 orang personil (Data Desember 2018) terdiri dengan rincian sebagai
berikut :

1. Berdasarkan dan penempatan personil adalah :

1). Kepala Satuan : 1 Orang
2). Sekretariat : 10 Orang
3). Bidang PPUD : 22 Orang
4). Bidang KUKM : 74 Orang
5). Bidang SDA : S Orang
6). Bidang Perlindungan Masyarakat : 4 Orang
7). UPT Damkar : 15 Orang

2. Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan

Pendidikan Umum Pendidikan Penjejangan
Jml Teknis/
Struktural .
N1 Gol s |sM|sM| D | S | g = Fungsional
LlplD|Plals]t o Pﬁ\ld " Saptgol PPNS
v 1l
1 2 3 |4/ 5]16| 718|910 11|12 13 14
v-d
1 IV-c
‘v
Va | 6 1[5 4
Md |82 8|21 9
e | 2 1 1 2
2 Mmo [12] 2 8 5| 1 13 1
la | 4 1 3 2
d |3 3 6
Il |45] 3 4 44 48
b 9] 2 1 |10 11
Ta |12 4|44 12
d | 2 ) 2
Ic |3 |13 |1 2
4 —=
I-a
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Pendidikan Umum Pendidikan Penjejangan
Jml Teknis/
Struktural .
1: Gol s |sm{sM| D | s |5 = Fungsional
LlelojPlafs] . P}gx " Saptgol PENS
' Il
7 2 3 |4]5]6l 718l 9l10]11]12] 13 14
Jumiah 160 1|7 12|71 18/8] o | 4 100 5
5.] PIT ] 0] 0
6. | Banpol | 67 | 23 82| 2 |14

a. Sarana dan Prasarana

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong

Praja memiliki sarana prasarana dan perlengkapan yang meliputi :

NO URAIAN JUMLAH
e ——————————————————————————————]
1. Is{zgg;anigtoD:)nas/ Operasional (Mobil dan 49 Unit
2. | Mobil Pemadam Kebakaran 11 Unit
Peralatan dan Mesin 75 -.é;ms/
3. Meubelir
» Almari 24 Unit
» Locker 30 Unit
» Meja 46 Unit
» Kursi/ Kursi Lipat 256 Unit
4. | Perlengkapan Lainnya
» Perlengkapan Dakura 71 Unit
» Tenda Pleton 1 Unit
» Tenda Regu 1 Unit
> Alat Kejut Listrik 32 Unit
» Borgol 200 Buah
» Tongkat T 150 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP
Untuk melihat seberapa jauh Satpol PP Kota Malang telah melaksanakan

tugas

pokok dan fungsinya selama lima tahun terakhir, berikut disajikan data

capaian kinerja pelayanan.
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Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan Target | Target
Fungsi NSPK | IKK
Perangkat
Daerah

Target Target Renstra Perangkat Daerah

Indikator Tahun ke-
Lainnya

NO Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

(1) ) @) ) ) (6) (7) (8) @ | (10 | (1 | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) (7) | (18 | (19) | (20)

1 | Cakupan
patroli siaga
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

2 | Persentase
pelanggaran
Perda yang - 90% 90% 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ditindak

3 | Rasio Polisi
Pamong Praja
per 10.000 - 1,579 1,579 1,579 1,58 | 1,58 | 1,581)1,581 (1,579 | 1,58 | 1,58 | 1,581 | 1,581 1 1 1 1 1
penduduk

4 | Rasio Petugas
Linmas per RT - 0,48 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1 1 1 1 0,9
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NO

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Pada Tahun ke-

(2)

3)

)

(5)

(6) (7) 8) @ | (10)

(11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) [ (20)

(1)
5

Persentase
tingkat waktu
tanggap
(response Time
Rate) kejadian
kebakaran

75%

75%

75% | 75% | 80% | 80% | 85%

75% | 75% | 80% | 80% | 85%

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat

70

70

72 75 75 78 78

72 75 75 78 78
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Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Malang

Uraian

Anggaran pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

Anggaran

Realisasi

(1)

)

3)

4

&)

(6)

(@)

8

)

(10)

(11)

(13
)

(14
)

(15)

(17)

(18)

Peningkat
an
Pemelihar
aan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentram
an
Masyarak
at

2.089.2
14.000

4.037.4
02.000

5.440.2
81.450

5.257.5
00.000

5.757.5
00.000

1.871.9
00.340

3.657.8
50.550

4.095.2
50.500

4.480.0
21.329

4.493.1
73.280

90
%

91
%

75
%

85%

78
%

733657200
00%

524254588
00%

Peningkat
an
Penegaka
n
Perundan
g-
undangan
Daerah

1.572.5
00.000

1.385.0
00.000

1.268.7
11.564

1.095.0
46.400

81%

79
%

277000000
00%

219009280
00%
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Uraian

Anggaran pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

4

Anggaran

Realisasi

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

()

8

)

(10)

(11)

(13

)

(14
)

(15)

(16

(17)

(18)

Peningkat
an
Pembinaa
n Polisi
Pamong
Praja

805.00
0.000

825.00
0.000

787.87
0.000

619.61
7.000

98%

75
%

165000000
00%

123923400
00%

Peningkat
an
Kapasitas
Satuan
Linmas

310.77
4.000

1.363.9
60.000

1.437.7
50.000

3.925.0
00.000

3.637.6
00.000

289.55
6.321

1.150.6
70.050

1.387.9
50.480

4.253.6
74.270

2.2954
97.700

93
%

84
%

97
%

108
%

63
%

665365200
00%

401188275
80%

Peningkat
an
Kesiagaan
dan
Pencegaha
n Bahaya
Kebakara
n

3.150.0
00.000

3.290.1
49.000

2.872.6
30.790

3.037.3
08.958

91%

92
%

658029800
00%

607461791
60%

Peningkat
an
Pelayanan
Administr
asi
Perkantor
an

449.51
7.000

498.25
9.000

510.27
6.900

438.00
0.000

452.40
0.000

415.05
0.450

450.75
5.680

449.32
5.150

359.99
8.000

292.60
5.816

92
%

90
%

88
%

82%

65
%

57660000%

244889268
0%
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Uraian

Anggaran pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

2

3

4

Anggaran

Realisasi

(1)

()

(3)

(4)

&)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12

(13
)

(14
)

(15)

(16

(17)

(18)

Peningkat
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur

1.276.1
90.000

1.338.4
00.000

2.253.7
11.250

1.635.0
00.000

2.017.3
51.000

1.168.7
55.500

1.230.2
00.675

2.098.4
47.300

1.546.8
31.874

1.643.3
82.800

92
%

92
%

93
%

95%

81
%

148232200
00%

949254600
0%

Peningkat
an
Pengemba
ngan
Sistem
Pelaporan,
Capaian
Kinerja,
dan
Keuangan

73.990.
000

128.58
8.000

142.00
0.000

243.00
0.000

71.850.
473

115.95
0.371

120.46
6.700

107.99
7.500

97
%

90
%

85%

44
%

486000000
0%

215995000
0%

Peningkat
an
Disiplin
Aparatur

290.00
0.000

420.00
0.000

1.204.3
92.400

254.94
0.750

415.75
0.273

1.145.2
41.200

88
%

99
%

95
%

580000000
0%

509881500
0%

Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur

434.30
5.000

777.58
4.000

413.57
5.250

768.34
0.100

95
%

99
%

868610000
0%

827150500
0%




VILII - 15
L Rasio antara Realisasi dan
Urai Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Anggaran Tahun Ke- Rata-Rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 ) 1 2 3 4 S Anggaran Realisasi
(12 [ (13 | (14 (16
(1) (2) 3) 4) 6)] (6) () 8 )] (10) (11) ) ) ) | (15) | ) (17) (18)
Pemberda 50.000. 47.681. - - 95| - - 0% 0%
yaan 000 350 %
Masyarak
at untuk
Menjaga
Ketertiban
dan

Keamanan
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktifitas
ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih
baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan
tantangan bagi Satpol PP Kota Malang. Itu berarti bahwa semakin meningkat
aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP
meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan
berbagai aktifitasnya. )

Tantangan yang mengemukan kemudian adalah bagaimana kesiapan
Satpol PP dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya
harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan.Kesiapan mana menuntut
tanggung jawab profesional dan integritas Satpol PP dalam mengawal
pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan walikota.Tantangan tersebut
sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satpol PP dalam meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan,
terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang
demikian cepat.Koordinasi dengan SKPD lainnya maupun dengan instansi-
instansi vertikal lainnya di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak
kalah pentingnya untuk diperhatikan.

Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia,
pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Malang diarahkan untuk
memaksimalkan kinerja satuan dalam penegakan perda, pemeliharaan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat
secara berkelanjutan. Pengembangan pelayanan akan diupayakan untuk
semakin meningkat dengan memperhatikan peluang yang tersedia dalam
RPJMD Kota Malang 20018-2023 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan
anggaran selama lima tahun ke depan.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
adalah pencapaian Standart Pelayanan Minimal Kementrian Dalam Negeri
sebagi mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, serta Indikator dalam
Aspek, Fokus menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah di Kota
Malang sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
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Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tantangan berikutnya adalah pencapaian Standart Pelayanan Minimal
Kementrian Dalam Negeri dan Indikator Kinerja Kunci dan Utama dan terkait
kinerja lainnya dalam pencapaian Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Malang serta Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2018 - 2023.
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BAB III
PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol

PP Kota Malang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan
ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut :

1.

ok

Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 16 Tahun 2018, yang
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rerata usia, asal-usul penugasan, dan
ethos kerja individual.

Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60
Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa
untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang minimal harus memiliki
personil sebanyak 251 orang.

Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama
kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda empat pick-up dan
sepeda motor maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
Anggaran Peningkatan kualitas SDA belum memadai.

Anggaran operasional juga belum memadai, terutama menghadapi penugasan
yang seringkali mendadak dan harus dilakukan.

Belum dilakukannya penetapan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dalam
jumlah dan mutu yang memadai, termasuk jumlah PPNS yang masih kurang
dari kebutuhan.

Beberapa SKPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal
terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan
walikota yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum
dilimpahkan ke SatPol PP.
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Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Masalah

Faktor-Faktor yang

No. | poaa Masalah Penyebab mempengaruhi Akar Masalah
Internal Eksternal
Kuantitas | Jumlah Polisi Banyaknya Belum Rata-rata Jumlah Polisi
Sumber Pamong Praja tupoksi yang sepenuhnya usia personil | Pamong Praja
1. Daya Kota Malang harus Satpol PP Satpol PP Kota Malang
Manusia | yang kurang dijalannya dijadikan tidak yang ideal
memadai menuntut fungsional sebanding sesuai
jumlah personil | sehingga dengan beban | Peraturan
yang memadai masih sering | tugas yang Menteri Dalam
terjadi mutasi | diembannya Negeri Nomor
60 Tahun
2012 tentang
Pedoman
Penetapan
Jumlah Polisi
Pamong Praja,
Satpol PP Kota
Malang
setidaknya
berjumlah 251
PNS s.d 350
PNS
Kualitas Kurangnya Latar belakang | Masih Kurangnya Diperlukan
2. Sumber kompetensi pendidikan minimnya pemahaman | peningkatan
Daya anggota Polisi personil Satpol | anggaran individu pengetahuan
Manusia Pamong Praja PP yang tidak untuk tentang dengan
(anggota Satpol | sebanding melakukan tupoksinya mengikuti
PP dan anggota | dengan tugas diklat dan sebagai pendidikan
Pemadam pokok dan bimtek bagi seorang dan pelatihan
Kebakaran) fungsinya personil penegak Diklat Dasar
dalam Satpol PP perda Satpol PP dan
melaksanakan Diklat
Tugas Pokok Pemadam
dan Fungsinya Kebakaran
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Faktor-Faktor yang

No. N{,?alalkok 1 Masalah ﬁgﬁ;‘ﬁ’ mempengaruhi Akar Masalah
Internal Eksternal
Kuantitas | Kurangnya Kesekretariatan | Masih Masih belum | Belum
3. PPNS jumlah Penyidik | PPNS belum minimnya efektifnya maksimalnya
Pegawai Negeri | berjalan secara | anggaran aturan pelaksanaan
Sipil (PPNS) di maksimal untuk mengenai penindakan
Satuan Polisi sehingga PPNS melakukan PPNS pelanggaran
Pamong Praja yang ada di bimtek PPNS Perda karena
yang hanya Kota Malang jumlah PPNS
berjumlah 6 belum yang kurang
orang terkoordinir dibandingkan
dengan baik jumlah
pelanggaran
yang
ditemukan
Sarana Kurangnya Gedung yang Masih Kurangnya Terbatasnya
4. dan sarana ada tidak minimnya kesadaran tempat untuk
prasarana | prasarana sebanding anggaran individu penyimpanan
gedung dengan jumlah | untuk untuk barang bukti
personil Satpol | pemenuhan menjaga dan | hasil operasi
PP sarana dan merawat
prasarana sarana dan
prasarana
yang ada
Kuantitas |Jumlah Petugas | Kurangnya Masih Rendahnya Belum
S. Linmas Linmas yang minat minimnya kesadaran sesuainya
belum sesuai masyarakat anggaran masyarakat jumlah
dengan Standar | untuk menjadi | untuk akan Petugas
Pelayanan Linmas meningkatkan | pentingnya Linmas sesuai
Minimal kesejahteraan | linmas bagi SPM yaitu 1
Linmas lingkungan linmas 1 RT
Fungsi Perlu Penyalahgunaan | Kurangnya Kurangnya Dari 139 titik
6. hidrandi | memaksimalkan | fungsi hidran koordinasi kesadaran hidran yang
Kota fungsi hidran oleh masyarakat | yang baik masyarakat sudah ada,
Malang yang sudah ada | yang tidak antar instansi | dalam baru 25 titik
bertanggung terkait pemanfaatan | hidran yang
jawab hidran berfungsi
dengan baik sehingga
sering terjadi
keterlambatan
dalam
penanganan
bencana
kebakaran
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3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,
serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Walikota dan
Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang
ditetapkan selama kurun waktu 2018 - 2023 yaitu “KOTA MALANG
BERMARTABAT”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 (empat) misi
pembangunan Kota Malang yaitu :

1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar
lainnya bagi semua warga;

2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif,
berkelanjutan dan keterpaduan;

3. Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan
keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender;

4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib
hukum, profesional dan akuntabel.

Berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Malang 2018 - 2023, misi yang terkait dengan Satuan Polisi
Pamong Praja adalah misi tiga dan misi empat sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi,Misi dan Program KDH/WKDH

No ;Z:;g l\/ll(lls)ll{ll;r‘zlg(r;;]{a Tupoksi PD Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
1 Visi
Kota Malang Penyelenggaraa | Masih Kurangnya Adanya
Bermartabat n ketentraman rendahnya koordinasi dasar hukum
masyarakat dan | kesadaran antar instansi | yang jelas
ketertiban masyarakat terkait dalam
umum serta untuk tertib pelaksanaan
perlindungan hukum tugas Satpol
masyarakat PP
sesuai dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan
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No :{’::;2 Mgél;r“(;ir;ﬁ Tupoksi PD Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
2 Misi 3
Mewujudkan kota Pengelolaan Belum Masih Adanya
yang rukun dan penanganan tercapainya rendahnya dasar hukum
toleran berasaskan gangguan harapan 1 minat yang jelas
keberagaman dan ketentraman linmas per RT | masyarakat dalam
keberpihakan masyarakat dan untuk pelaksanaan
terhadap ketertiban menjadi tugas Satpol
masyarakat rentan umum serta seorang PP
dan gender perlindungan linmas
masyarakat
Pelaksanaan Belum Kurangnya Adanya
usaha-usaha berfungsinya | koordinasi dasar hukum
preventif hidran di Kota | antar instansi | yang jelas
mengurangi dan | Malang secara | terkait dalam
mengatasi maksimal pelaksanaan
bahaya tugas Satpol
kebakaran PP
dengan
meningkatkan
waktu tanggap
(response time
rate) daerah
layanan
Wilayah
Manajemen
Kebakaran
(WMK)
Pengembangan | Belum Terbatasnya | Sudah
sistem tersedianya anggaran tersedia
pengamanan sarana dan untuk sistem
lingkungan prasarana melakukan pengamanan
dengan e- termasuk Bimtek lingkungan
siskamling SDM yang khususnya di | walaupun
berkompeten bidang IT masih secara
di bidang IT manual
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No ;::‘;g Ngﬁ?&i‘gﬂ Tupoksi PD | Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
Misi 4
Memastikan Pelaksanaan Belum semua | Kurangnya Adanya
kepuasan penyidikan Perda di Kota | koordinasi dasar hukum
masyarakat atas tindak pidana Malang bisa antar instansi | yang jelas
layanan pemerintah | pelanggaran di | ditegakkan sebagai dalam
yang tertib hukum, | bidang oleh Satpol PP | pengampu pelaksanaan
profesional dan penegakan perda tugas Satpol
akuntabel Peraturan PP
Daerah,
Peraturan
Walikota dan
Keputusan
Walikota
Pelaksanaan Masih banyak | Masih Adanya
penyelesaian ditemukan rendahnya dasar hukum
pelanggaran K3 | pelanggaran kesadaran yang jelas
(Ketertiban, Perda baik masyarakat dalam
Ketentraman, yang tentang tertib | pelaksanaan
Keindahan) disengaja hukum tugas Satpol
maupun tidak PP
Pengelolaan Belum Terbatasnya | Sudah
sistem tersedianya anggaran tersedia
pengaduan sarana dan untuk sistem
pelanggaran prasarana melakukan pengaduan
hukum termasuk Bimtek pelanggaran
SDM yang khususnya di | hukum
berkompeten bidang IT walaupun
di bidang IT masih secara
manual
Penertiban Masih banyak | Masih Adanya
minuman ditemukan rendahnya dasar hukum
beralkohol dan | pelanggaran pemahaman | yang jelas
tempat hiburan | Perda baik pemilik dalam
yang usaha pelaksanaan
disengaja tentang ijin tugas Satpol
maupun tidak | usahanya PP
3 Program kerja
Meningkatnya Penyelenggaraa | Masih banyak | Masih Adanya
stabilitas n pengawasan ditemukan rendahnya dasar hukum
lingkungan sosial masyarakat pelanggaran pemahaman | yang jelas
terkait Perda baik pemilik dalam
Peraturan yang usaha pelaksanaan
Daerah, disengaja tentang ijin tugas Satpol
Peraturan maupun tidak | usahanya PP
Walikota dan
Keputusan
Walikota
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No \Ig:;/a Mlzls;éfl’r“t;?{rl)m; Tupoksi PD Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
Meningkatnya Pengelolaan Masih banyak | Masih Adanya
penegakan penanganan ditemukan rendahnya dasar hukum
peraturan daerah gangguan pelanggaran pemahaman | yang jelas
dan tertib hukum ketentraman Perda baik pemilik dalam
masyarakat dan | yang usaha pelaksanaan
ketertiban disengaja tentang ijin tugas Satpol
umum serta maupun tidak | usahanya PP
perlindungan
masyarakat

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau
dari sasaran jangka menengah adalah :
a. Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan

b. Kuantias SDM yang belum seimbang dengan beban tugas
c. Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM

d. Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan
e. Terbatasnya anggaran operasional

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

a.

ketentraman masyarakat

Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan

b. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong
Praja
c. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas
d. Penambahan sarana dan prasarana operasional
e. Peningkatan kualitas SDM
Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
No Rz:’:;:‘;‘)];{go‘i?nnsi Tupoksi PD | Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
Sasaran Renstra
K/L
1 | Standardisasi Penanganan Masih Kualitas SDM | Peran aktif
tenaga Satuan gangguan banyaknya yang belum masyarakat
Polisi Pamong Praja | ketenteraman | pelanggaran memenuhi dalam
dan yang persyaratan peningkatan
ketertiban dilakukan ketertiban
umum dalam | sebagian umum dan
1 (satu) masyarakat ketentraman
daerah kota masyarakat
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No Rﬁ;‘;::g {)I;oi;nsi Tupoksi PD Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
Sasaran Renstra
K/L
2 Penyelenggaraan Penegakan Belum semua | Kuantitas Peningkatan
pendidikan dan Perda Kota Perda di Kota | SDM yang pemenuhan
pelatihan, dan dan Malang belum persyaratan
pengangkatan Peraturan dijalankan seimbang bagi anggota
Penyidik Pegawai Walikota secara dengan beban | Satpol PP
Negeri Sipil (PPNS) maksimal tugas
Penegakan Perda karena
terbatasnya
jumlah PPNS
Penanggulangan Pembinaan Terbatasnya Belum ada Peningkatan
bencana nasional PPNS Kota anggaran kegiatan anggaran
untuk peningkatan operasional
melakukan kualitas SDM | dalam
bimtek PPNS pelaksanaan
tugas
Standardisasi Penanggulang Terbatasnya Penambahan
sarana dan an bencana sarana sarana dan
prasarana kota penunjang prasarana
pemadam kegiatan operasional
kebakaran
Standardisasi Pencegahan, Terbatasnya Peningkatan
kompetensi dan pengendalian, anggaran kualitas SDM
sertifikasi tenaga pemadaman, operasional
pemadam penyelamatan
kebakaran , dan
penanganan
bahan
berbahaya
dan beracun
kebakaran
dalam Daerah
Kota
Inspeksi Terbatasnya Terbatasnya Peningkatan
Penyelenggaraan peralatan anggaran anggaran kualitas SDM
sistem informasi proteksi operasional operasional
kebakaran kebakaran
Investigasi Terbatasnya Terbatasnya Peningkatan
kejadian anggaran anggaran kualitas SDM
kebakaran operasional operasional
Terbatasnya Belum ada Peningkatan
anggaran kegiatan yang | anggaran
Pemberdayaa | untuk melibatkan operasional
n masyarakat | melakukan masyarakat dalam
dalam sosialisasi dalam pelaksanaan
pencegahan pencegahan tugas
kebakaran kebakaran




VILIII-

26

No | o g:;:;g{hl’oﬁnnsi Tupoksi PD | Permasalahan Faktor
Penghambat Pendorong
Sasaran Renstra
Provinsi
Penanganan Penanganan Masih Kualitas SDM | Peran aktif
gangguan gangguan banyaknya yang belum masyarakat
ketenteraman dan ketenteraman | pelanggaran memenuhi dalam
ketertiban umum dan yang persyaratan peningkatan
lintas daerah ketertiban dilakukan ketertiban
kabupaten/kota umum dalam | sebagian umum dan
dalam 1 (satu) 1 (satu) masyarakat ketentraman
Daerah provinsi daerah kota masyarakat
Penegakan Perda Penegakan Belum semua | Kuantitas Peningkatan
Provinsi dan Perda Kota Perda di Kota | SDM yang pemenuhan
Peraturan dan Malang belum persyaratan
Gubernur Peraturan dijalankan seimbang bagi anggota
Walikota secara dengan beban | Satpol PP
maksimal tugas
karena
terbatasnya
jumlah PPNS
Pembinaan PPNS Pembinaan Terbatasnya Belum ada Peningkatan
Provinsi PPNS Kota anggaran kegiatan anggaran
untuk peningkatan operasional
melakukan kualitas SDM | dalam
bimtek PPNS pelaksanaan
tugas
Penanggulangan Penanggulang Terbatasnya Penambahan
bencana provinsi an bencana sarana sarana dan
kota penunjang prasarana
kegiatan operasional
Penyelenggaraan Pencegahan, Terbatasnya Peningkatan
pemetaan rawan pengendalian, anggaran kualitas SDM
kebakaran pemadaman, operasional
penyelamatan
, dan
penanganan
bahan
berbahaya
dan beracun
kebakaran
dalam Daerah
Kota

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada RPJMD
Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima
terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah
yang akan dihadapi oleh Satpol PP mencakup:
a. Pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi
dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar,
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menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi
tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara
keseluruhan. Kasus yang seringkali muncul adalah pelanggaran:
bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya.

Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi
masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun
berusaha-tidak bermukim)yang pada gilirannya akan menyebabkan
ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng,
kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai
dan lainnya.

Kecepatan perubahan internal kota dan eksternal kota yang
menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya
akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP
atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing daerah.

Tabel 3.4
Telaah RT/RW dan KLHS pada RPJMD

No RTI;;U/akIg‘nH S Tupoksi Permasalahan Faktor
Penghambatan Pendorong
I RTRW
I KLHS
1 Jumlah kasus | Pelaksanaan Kurang Kesekretariatan | Menjalankan
kejahatan koordinasi efektifnya PPNS di Satpol | fungsi
pembunuhan | penegakan koordinasi PP belum sekretariat
pada satu Peraturan antara pihak | berfungsi PPNS
tahun terakhir | Daerah, kepolisian, dengan sebagaimana
Peraturan PPNS dan maksimal mestinya
Walikota dan aparatur yang walaupun
Keputusan terkait jumlah PPNS
Walikota serta lainnya sangat terbatas
penyelenggaraan serta
ketentraman meningkatkan
masyarakat dan koordinasi
ketertiban umum dengan pihak
dengan kepolisian dan
kepolisian, PPNS aparatur
dan / atau lainnya
aparatur lainnya
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No RTI;:’,”;‘]I‘{&L“H < Tupoksi Permasalahan Faktor
Penghambatan Pendorong
2 Kematian Pelaksanaan Kurang Kesekretariatan | Menjalankan
disebabkan koordinasi efektifnya PPNS di Satpol | fungsi
konflik per penegakan koordinasi PP belum sekretariat
100.000 Peraturan antara pihak | berfungsi PPNS
penduduk Daerah, kepolisian, dengan sebagaimana
Peraturan PPNS dan maksimal mestinya
Walikota dan aparatur yang walaupun
Keputusan terkait jumlah PPNS
Walikota serta lainnya sangat terbatas
penyelenggaraan serta
ketentraman meningkatkan
masyarakat dan koordinasi
ketertiban umum dengan pihak
dengan kepolisian dan
kepolisian, PPNS aparatur
dan / atau lainnya
aparatur lainnya
3 Proporsi Pelaksanaan Kurang Kesekretariatan | Menjalankan
penduduk koordinasi efektifnya PPNS di Satpol | fungsi
yang menjadi penegakan koordinasi PP belum sekretariat
korban Peraturan antara pihak | berfungsi PPNS
kejahatan Daerah, kepolisian, dengan sebagaimana
kekerasan Peraturan PPNS dan maksimal mestinya
dalam 12 Walikota dan aparatur yang walaupun
bulan terakhir | Keputusan terkait jumlah PPNS
Walikota serta lainnya sangat terbatas
penyelenggaraan serta
ketentraman meningkatkan
masyarakat dan koordinasi
ketertiban umum dengan pihak
dengan kepolisian dan
kepolisian, PPNS aparatur
dan / atau lainnya
aparatur lainnya
4 Proporsi Pelaksanaan Kurang Kesekretariatan | Menjalankan
penduduk koordinasi efektifnya PPNS di Satpol | fungsi
yang merasa penegakan koordinasi PP belum sekretariat
aman berjalan | Peraturan antara pihak | berfungsi PPNS
sendirian di Daerah, kepolisian, dengan sebagaimana
area tempat Peraturan PPNS dan maksimal mestinya
tinggalnya Walikota dan aparatur yang walaupun
Keputusan terkait jumlah PPNS
Walikota serta lainnya sangat terbatas
penyelenggaraan serta
ketentraman meningkatkan
masyarakat dan koordinasi
ketertiban umum dengan pihak
dengan kepolisian dan
kepolisian, PPNS aparatur
dan / atau lainnya
aparatur lainnya
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Penentuan Isu-isu Strategis

Bertolak dari telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan
hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan
berpengaruh terhadap Satpol PP adalah:

1.
2.
3.

NOo ok

Peningkatan aktifitas pembangunan daerah.

Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan daerah dan
turunannya.

Migrasi penduduk yang semakin meningkat.

Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.

Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah.

Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Malang
A. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
beserta indikator tujuan yaitu :
Terwujudnya peningkatan pelayanan ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat.
Indikator : Persentase penurunan jumlah pengaduan masyarakat
terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
B. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Malang meliputi antara lain :
a. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban
umum.
Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
b. Meningkatnya stabilitas lingkungan.
Indikator : 1. Rasio Linmas per RT;
2. Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time
Rate) kejadian kebakaran.
c. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.
Indikator : Nilai SAKIP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka
menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam Tabel 4.1
berikut ini :
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja | Kondisi Awal . . .
No Tujuan Sasaran Tujuan da.nrj Kinerja Target Capaian KXES;:I
Sasaran 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 Terwujudnya Persentase 10% 5% | 5% 5% 5% 4% 3% 3%
peningkatan penurunan
pelayanan jumlah
ketentraman dan pengaduan
ketertiban umum masyarakat
serta terhadap
perlindungan gangguan
masyarakat ketentraman
dan ketertiban
umum
Meningkatnya Tingkat 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8
penanganan penyelesaian
gangguan pelanggaran K3
ketentraman dan (Ketertiban,
ketertiban umum Ketentraman,
Keindahan)
Meningkatnya Rasio Linmas 0,74 0,74| 0,74 0,81| 0,87 0,93 1 1
stabilitas lingkungan | per RT
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Indikator Kinerja | Kondisi Awal . . .
No Tujuan Sasaran Tujuan danIj Kinerja Target Capaian KXES;:I
Sasaran 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
tingkat waktu
tanggap
(Response Time
Rate) kejadian
kebakaran
Meningkatnya kinerja | Nilai SAKIP 75 78 79 80 80 80 80 80
pelayanan perangkat
daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat
dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari analisa
faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan
kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif
dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas.

5.2. KEBIJAKAN
Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan
prasartana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, sehingga apabila dijabarkan
dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan internal
Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam
pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam
pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah :
(a). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan administrasi
perkantoran. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah
pelayanan administrasi perkantoran.
(b). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan
prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah
peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
(c). Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan
Keuangan.
Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Malang.

2. Kebijakan eksternal
Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan
kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan
fgungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah :
(a). Peningkatan Penegakan Perundang-undangan Daerah.
Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan pemantauan
dan pengawasan terhadap pelaksanan Penegakan Peraturan Daerah



(b).

(c).

(d).

(e).
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guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di
Kota Malang.

Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat.

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pelaksanaan Patroli dan
pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan
ketertiban umum di Kota Malang.

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan pencegahan bahaya
kebakaran dan penanggulangan kejadia kebakaran guna mewujudkan
Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang.
Peningkatan Pembinaan Polisi Pamong Praja

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kualitas sumber daya
manusia guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum di Kota Malang.

Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas

Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat di Kota Malang.
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Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi dan kebijakan
Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan |Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
I 11 111 1\ \"

Terwujudnya Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan \/ \/ \/ \/ ‘/
peningkatan penanganan efektifitas Pemeliharaan
pelayanan gangguan pelaksanaan Ketertiban Umum
ketentraman dan ketentraman dan | penegakkan dan Ketentraman

ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat

ketertiban umum

peraturan daerah,
ketentraman dan
ketertiban umum
serta pembinaan

polisi pamong praja

dan perlindungan
masyarakat

Masyarakat

Meningkatnya
penanganan
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum

Peningkatan
Penegakan
Perundang-
undangan Daerah

Peningkatan
Pembinaan Polisi
Pamong Praja
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Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
I II II1 IV V
?tzrt;;lriltgallcsatnya Peningkatan \/ \/ \/ / \/
lingkungan Kapasitas Satuan
Linmas
Meningkatkan Peningkatan
kualitas petugas Kesiagaan dan \/ \/ ‘/ ‘/ ‘/
pemadam Pencegahan
kebakaran dalam Bahaya
penanggulangan Kebakaran
bahaya kebakaran
Meningkatnya Peningkatan \/ \/ \/ / \/
kinerja pelayanan Pelayanan
perangkat daerah | Meningkatkan Administrasi
kualitas pelayanan | Perkantoran
melalui penyediaan
sarana prasarana
dan peningkatan
kinerja
Peningkatan ‘/ ‘/ \/ \/ ‘/
Sarana dan
Prasarana

Aparatur
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Arah Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan |Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
I 11 I11 IV Vv
Peningkatan \/ \/ ‘/ \/ \/
Pengembangan

Sistem Pelaporan,
Capaian Kinerja,
dan Keuangan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif . Adapun penyajiannya
dalam Tabel 6.1 berikut :
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Tabel 6.1
Rencana Program , Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2019-2023

Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Pro él;u Juan ” pad:;‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perlod%]l;enstra D aif- ah
Tujua | o caran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
€), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
p- Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpu) | 7 Target | 000 t | (0o0) | Tar&et | (500) e | (000 t (000 ‘ (000)
(1) (2) 3 4 (5 (6) (@) (8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Terwuj Persenta 5% 3% 3%
udnya se
pening penurun
katan an
pelaya jumlah
nan pengadu
ketent an
raman masyara
dan kat
keterti terhadap
ban ganggua
umum n
serta ketentra
perlind man dan
ungan ketertiba
masya n umum

rakat




VILVI-

40

Tujua

Sasaran

Kode

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan ,
Sasaran ,
Program
(Outcom
e),
Kegiatan
{Output)

Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja
Pada Akhir
Periode Renstra
PD

201

7 2018

2019

2020 2021 2022

2023

Target

Rp.
(000

Rp.
(000

Rp. Targe
(000 t

Targe Rp.

t (000 Target

Targe Rp.
t (000

Targe Rp.
t (600)

Unit
Perangk
at
Daerah
Penangg
ungjawa
b

Ket

(1)

(2)

3)

)

(5

(6) (7)

(8)

)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17)

(18) (19)

(20)

1)

Meningk
atnya
penanga

ganggua

ketentra
man

ketertib

umum

Tingkat
penyeles
aian
pelangga
ran K3
{Ketertib
an,
Ketentra
man,
Keindaha
n)

2,4 2,4

2,6 2,6 2,8

2,8

2,8

Program
Pemelihara
an
Ketentram
an dan
Ketertiban
Umum

Cakupan
patroli
siaga
ketertiba
n umum
dan
ketentra
man
masyara
kat
dalam
sehari

100 | 100
% | %

100%

4.897.5
00.000

SATPOL
PP
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Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
' Program S'lj:é':ﬁ::l’, padi;vl‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penodtle)genstra Dazf'ah
Tujua | o caran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
pP. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpuy | 7 Target | 500 t | (000) | TeT8t| (000) t | (000) | ¢ (000 : (00a)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) 8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Program Cakupan 100 6.913. | 100% | 6.913.5 | 100% | 6.913. | 100% | 6.913.5 | 100% | 6.913.5 | SATPOL
Peningkata | patroli % 500.00 00.000 500.00 00.000 00.000 PP
n siaga o 0
Ketentram | ketertiba
an dan n umum
Ketertiban | dan
Umum ketentra
man
masyara
kat
dalam
sehari
Pemetaan | Jumlah 0% 1 10.000. | 1 25.000 | 1 25.000. | 1 25.000 {1 25.000. | 1 25.000. | SATPOL
Lokasi dokumen doku 000 | doku .000 | doku 000 | doku .000 | doku 000 | doku 000 PP
Rawan lokasi men men men men men men
Trantib rawan
trantib
Patroli Jumlah 100 | 100 3 kali 1.620.0 | 3 2.138. | 3kali | 2.138.4 | 3 kali | 2.138. | 3kali | 2.138.4 | 3kali | 2.138.4 | SATPOL
Siaga Patroli % | % sehari 00.000 | kali 400.00 | sehari | 00.000 | sehar | 400.00 | sehar 00.000 | sehari | 00.000 PP
Ketertiban | siaga sehar 0 i 0li
Umum dan | ketertiba i
Ketentram | n umum
an dan
Masyaraka | lingkung
t an
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Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk

. Pro g: juan ’, pad:;‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod;ll;enstra Dazf'ah

Tujua | oo coran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | ket

n Kegiatan | (Outcom n ungjawa

€), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
p- Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpu) | 7 Target | 1000 ¢ | (000) | Tt | (000 t | (000 t (000 ‘ (000)

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pengaman | Jumlah 100 | 100 8 850.000 | 8 1.122, | 8 1.122.0| 8 1.122. | 8 1.1220{ 8 1.122.0 | SATPOL
an Gedung | lokasi % | % lokasi .000 | lokas | 000.00 | lokasi | 00.000 | lokasi | 000.00 | lokasi | 00.000 | lokasi 00.000 PP
dan Aset Gedung i 0 0
Pemerinta | dan Aset
h Pemerint

ah Kota
Malang
yang
diamank
an
Penyelengg | Jumlah 99% | 99% | 80 100.000 | 80 132.00 | 80 132.00 | 80 132.00 | 80 132.000 | 80 132.00 | SATPOL
araan pengama kali .000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali .000 | kali 0.000 PP
Ketertiban | nan
Umum lokasi
pada Hari | kegiatan
Besar dan
Agama/Na | pejabat
sional
serta
Pengaman
an Pejabat
Negara
dan Tamu
Negara
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Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
‘ Program g;’g:;r:l” padi;vl‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod(;genstra D a::'ah
Tujua | o coran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | get
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
e, 19 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 20 = Targe Rp.
P. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpu) | 7 Target | 1600 t | (000) | TarE | (000) t | (000) | t (000) ‘ (000
(1) 2) (3) (4) (5) (6) @ 8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Peningkata | Jumlah 96% | 96% | 24 200.000 | 24 660.00 | 24 660.00 | 24 660.00 | 24 660.000 | 24 660.00 | SATPOL
n penertiba kali .000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali .000 | kali 0.000 PP
Tramtibum | n
secara trantibu
Terpadu m
dengan
jajaran
keamana
n lainnya
Pembongk | Jumlah 100 100 | 3 kali 1.400.0 | 3 1.907. | 3kali | 1.907.4 | 3 kali 1.907. | 3 kali 1.907.4 | 3 kali 1.907.4 | SATPOL
aran penertiba | % % semin 00.000 | kali 400.00 | semin | 00.000 | semin | 400.00 | semi 00.000 | semin { 00.000 PP
Reklame n ggu semi 0 | ggu ggu 0 | nggu ggu
dan pembong nggu
Bangunan | karan
reklame
dan
banguna
n
Penegakan | Jumlah 100 | 100 | 3kali | 717.500 | 3 953.70 | 3 kali | 953.70 | 3kali | 953.70 | 3 kali | 953.700 | 3 kali | 953.70 | SATPOL
Ketentram | operasi % % semin .000 | kali 0.000 | semin 0.000 | semin | 0.000 | semi .000 | semin 0.000 PP
an dan penegaka ggu semi ggu ggu nggu ggu
Ketertiban | n nggu
Daerah trantibu
m




VILVI- 44
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Program g: SJ:::; ” padi;‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penodggenstra D azf'ah
Tujua | o coran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | ket
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
¢), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan 201 2018 R Targe Rp.
p. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpuy) | 7 Target | 500 t | (0oo) | Ter&et | (oog) t | (000 t (000 ¢ (000)
(1) (2) 3) 4 (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Persenta 100
se %
pelangga
ran
Perda
yang
ditindak
Program Persenta | 100 100% | 1.710.0
Penegakan | se % 00.000
Perundang | penanga
-Undangan | nan
Daerah pelangga
ran
Perda
Program Persenta 100 12.188 | 100% | 9.959.1 | 100% | 7.729. | 100% | 5.499.7 | 100% | 16.101. { SATPOL
Penegakan | se % .800.0 00.000 400.00 00.000 700.00 PP
Peraturan | penanga 00 0 o
Perundang | nan
-Undangan | pelangga
Daerah ran
Perda
Peningkata | Jumlah 100 12 145.000 | 12 198.00 | 12 198.00 | 12 198.00 | 12 198.000 | 12 145.00 | SATPOL
n rapat % kali .000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali .000 | kali 0.000 PP
Koordinasi | koordina
dalam si
Pelaksana | penindak
an an
Penindaka | pelangga
n ran
Pelanggara
n




VIL.VI- 47
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Program g: ;:;nn,, padiv"ll‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod;DRenstra Dazf'ah
mjua Sasaran Kode dan Pr ogram Perencanaa Pena.ngg Ket
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
e), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
p. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpuyy | 7 Target | 600 t | oo | ™A | (000 t | ©00) | t | (000 S e
(1) (2) 3) 4 (5) (6) (7) ()] ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Program Persenta 96% 4.160. | 96% 4.360.0 | 96% 4.360. | 96% 4.360.0 | 96% 4.085.0 | SATPOL
Perlindung | se 000.00 00.000 000.00 00.000 00.000 PP
an potensi 0 0
Masyaraka | satuan
t linmas
Pendataan | Jumlah 83% 1380 50.000. | 1392 | 70.000 | 1449 | 70.000. | 1506 | 70.000 | 1563 | 70.000. | 1563 50.000. | SATPOL
dan data pos 000 | pos .000 | pos 000 | pos .000 | pos 000 | pos 000 PP
Pembinaan | poskamli
Pos ng
Keamanan
Lingkunga
n
Pelatihan Jumlah 100 285 200.000 | 285 260.00 | 285 260.00 | 285 260.00 | 285 260.000 | 285 200.00 | SATPOL
Kesiap peserta % orang .000 | oran 0.000 | orang 0.000 | orang 0.000 | orang .000 | orang 0.000 PP
siagaan pelatihan g
dan
Tanggap
darurat
Bagi
anggota
Linmas




VILVI- 48
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Program g: ;:231 ’, P ad:‘:‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod;]l;enstra D aZf‘ah
Tujua | g caran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
€), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
P. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Output) | 7 Target | 000) | t | (0oo) | 2Bt | (000 t | ©00 | t | (000 ¢ | 0
(1) (2) 3) 4 (5) (6) (@) 8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pengeraha | Jumlah 100 25 100.000 | 25 125.00 | 25 125.00 | 25 125.00 | 25 125.000 | 25 100.00 | SATPOL
n pengerah | % kali .000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali 0.000 | kali .000 | kali 0.000 PP
Dukungan | an
Satuan satuan
Linmas linmas
Sosialisasi | Jumlah 100 570 250.000 | 570 275.00 | 570 275.00 | 570 275.00 | 570 275.000 | 570 250.00 | SATPOL
peranan peserta % orang .000 | oran 0.000 | orang 0.000 | orang 0.000 | orang .000 | orang 0.000 PP
anggota sosialisa g
Linmas si
Pengemba | Jumlah 100 3100 3.335.0 | 3100 3.500. | 3100 3.500.0 | 3100 3.500. | 3100 3.500.0 | 3100 3.335.0 | SATPOL
ngan satlinma % orang 00.000 | oran | 000.00 | orang | 00.000 | orang | 000.00 | orang | 00.000 | orang 00.000 PP
Kapasitas | s yang g 0 0
Satuan dibina
Perlindung
an
Masyaraka
t
Pembuata | Jumlah 1 200.00 { 1 200.00 | 1 200.000 | 1 200.00 | SATPOL
n dan aplikasi aplika 0.000 | aplik 0.000 | aplik .000 | aplika 0.000 PP
Pengemba | yang si asi asi si
ngan dibuat
Aplikasi e-
Siskamling




VIL.VI- 49
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk

' Program g:;:;‘:l” padiv'sz.lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod;ll;enstra Dazf'ah

Tujua Sasaran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket

n Kegiatan | (Outcom n ungjawa

¢, 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 | 544 = Targe Rp.
p. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Outpuy) | 7 Target | 500) t | (0oo) | T2t | (000 t | ©00) | ¢ (000 ‘ (000)

(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) {(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Persenta | 100 100 | 100% | 2.925.0 | 100 30.322 | 100% | 30.322. | 100% | 30.322 | 100% | 30.322.{ 100% | 2.925.0 | SATPOL
se % % 00.000 | % .000.0 000.00 .000.0 000.000 00.000 PP
tingkat 00 0 00
waktu
tanggap
(response
Time
Rate)
kejadian
kebakara
n

Program Persenta 100 100% 2.925.0 SATPOL
Peningkata | se % 00.000 PP
n kejadian
kesiagaan | kebakara
dan n yang
pencegaha | ditangani
n bahaya
kebakaran
Pemelihara | Jumlah 100 9 unit | 125.000 | 9 165.00 | 9 unit 165.00 | 9 unit | 165.00 | 9 165.000 | 9 unit 125.00 | SATPOL
an Sarana | Sarana % .000 | unit 0.000 0.000 0.000 | unit .000 0.000 PP
dan dan
Prasarana | Prasaran
Pencegaha | a
n Pemada
Kebakaran | m
Kebakara
n yang
terpeliha
ra




VIL.VI- 50
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Program g:é‘:;l;” pad:;‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penodt;ll;enstra D azf'ah
Tujua | o oran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | get
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
e, 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
P. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Output) | 7 Target | 0o0) | t | (000) | T2"Et | (000 t | ©o0) | t | (000 £ | Lo
(1) 2) (3) (4) (5) (6) @ 8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Peningkata | Jumlah 100 | 100 |24 1.250.0 | 24 2.860. | 24 2.860.0 | 24 2.860. | 24 2.860.0 | 24 1.250.0 | SATPOL
n kesiagaa % % | jam 00.000 | jam 000.00 | jam 00.000 | jam 000.00 | jam 00.000 | jam 00.000 PP
pelayanan | n 0 0
penanggul | penangg
angan ulangan
bahaya bahaya
kebakaran | kebakara
n
Peningkata | Jumlah 100 | 100 | 50 150.000 | 50 132.00 | 50 132.00 | 50 132.00 | 50 132.000 | 50 150.00 | SATPOL
n peserta % % orang .000 | oran 0.000 | orang 0.000 | orang 0.000 | orang .000 | orang 0.000 PP
keterampil | pelatihan g
an dan
kemampua
n petugas
pemadam
kebakaran
Penyuluha | Jumlah 100 100 | Skali | 150.000 | 5 165.00 | S kali 165.00 | Skali | 165.00 | S kali | 165.000 | 5 kali 150.00 | SATPOL
n/pelatiha | pelaksan % % .000 | kali 0.000 0.000 0.000 .000 0.000 PP
n pada aan
masyaraka | penyuluh
t tentang an
penanggul | Kepada
angan Masyara
bahaya kat
kebakaran




VILVI- 51
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Program SE;}::e.nn ’, P adi;‘;hun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penocl;genstra D azf' ah
Tujua Sasaran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket
n Kegiatan | (Outcom n ungjawa
€), 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan | 201 2018 = Targe Rp.
p. Targe Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.

(Outpu) | 7 Target | (000 e | 000 | TaTEet | (000 t | (000 t (000) j (000)

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7 8 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pengadaan | Jumlah 100 100 | lunit | 1.150.0 | 1 27.000 | 1 unit | 27.000. | 1 unit | 27.000 | 1 27.000. | 1 unit | 1.150.0 | SATPOL
sarana dan | sarana % % 00.000 | unit .000.0 000.00 .000.0 | unit 000.000 00.000 PP
prasarana | dan 00 0 00
pencegaha | prasaran
n bahaya a
kebakaran | pemada

m
kebakara
n
Penyusuna | Jumlah 1 100.000 | 1 0|1 0|1 0|1 0|1 100.00 | SATPOL
n Naskah naskah jenis .000 | jenis jenis jenis jenis jenis 0.000 PP
Dinas akademis
Ranperda | yang
Alat diterbitk
Pemadam | an
Api Ringan

(APAR)




VIL.VI- 52
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
Tujuan, pada Periode Renstra at
Sasaran , Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Daerah
Tujua Program Program Awal Penangg
n Sasaran | Kode dan (Outcome), | Perencana ungjawa | Ket
Kegiatan Kegiatan an b
©utput) 1 0 1 201 2019 2020 2021 2022 2023 Targe | Rp.
7 g | Targe Rp. Targ Rp. Target Rp. Targe Rp. Targ Rp. t (000)
t (000 et (000) (000) t (000 et (000
(1) (2) (3) 4) (5) 6 | (7) (8 9) (19) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Urusan 2.475.1 1.908.0 1.913.0 1.913. 1.958.0 2.594.1 | SATPOL
Umum 00.000 00.000 00.000 000.00 00.000 00.000 PP
0
Meningk Nilai SAKIP | 75 | 78 | 79 80 1.908.00 | 80 1.913.0 | 80 1.913. | 80 1.958.0 | 80 2.594.1 | SATPOL
atnya 0.000 00.000 000.00 00.000 00.000 PP
kinerja 0
pelayan
an
perangk
at
daerah
Program Persentase 100 | 100 | 100 462.40
Pelayanan | surat dinas % % | % 0.000
Administr | yang
asi teradminist
Perkantor | rasi sesuai
an SOP
Program Persentase 100 | 625.000. | 100 625.000 | 100 625.00 | 100 625.000 | 100 462.400 | SATPOL
Pelayanan | dokumen % 000 | % .000 | % 0.000 | % .000 | % .000 PP
Kesekreta | perencanaa
riatan n,
keuangan
dan
pelaporan
yang
disusun
tepat waktu




VILVI- 53
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
Tujuan , pada Periode Renstra at
Sasaran , Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Daerah
Tujua Program Program Awal Penangg
n Sasaran | Kode dan (Outcome), | Perencana ungjawa | Ket
Kegiatan Kegiatan b
(Output) | 0 | 201 2019 2020 2021 2022 2023 Targe | Rp.
7 g | Targe Rp. Targ Rp. Target Rp. Targe Rp. Targ Rp. t (000)
t (000) | et | (000 arget | (000 t (000) | et | (000)

(1) (2) (3) 4 (5) ©® { @ (8 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Penyediaa | jumlah 84 | 84 | 2400 | 130.00 | 240 | 200.000. [ 2400 | 200.000 | 2400 | 200.00 { 240 | 200.000 | 2400 | 130.000 | SATPOL
n jasa surat % % | surat 0.000 | O 000 | surat .000 | surat 0.000 { O .000 | surat .000 PP
surat keluar sura sura
menyurat | selama 1 t t

tahun
Penyediaa | jumlah 100 | 100 | 12 14.400. | 12 15.000.0 | 12 15.000. | 12 15.000 | 12 15.000. | 12 14.400. | SATPOL
n jasa bulan % % | kali 000 | kali 00 | kali 000 | kali .000 | kali 000 | kali 000 PP
komunika | pembayara
si, n belanja
sumber Telpon, Air
daya air dan Listrik
dan listrik
Penyediaa | Luasan 100 | 100 | 600 25.000. | 600 | 30.000.0 | 600 30.000. | 600 30.000 | 600 30.000. | 600 25.000. | SATPOL
n jasa ruangan % % | m2 000 | m2 00 | m2 000 | m2 .000 | m2 000 | m2 000 PP
kebersiha | yang
n kantor dibersihkan
Penyediaa | jumlah alat | 100 | 100 | 40 25.000. | 40 33.000.0 | 40 33.000. | 40 33.000 | 40 33.000. | 40 25.000. | SATPOL
n alat tulis kantor | % % | jenis 000 | jenis 00 | jenis 000 | jenis .000 | jenis 000 | jenis 000 PP
tulis
kantor
Penyediaa | jumlah 100 | 100 | 4 35.000. | 4 45.000.0 | 4 45.000. | 4 45.000 | 4 45.000. | 4 35.000. | SATPOL
n barang | barang % % | jenis 000 | jenis 00 | jenis 000 | jenis .000 | jenis 000 | jenis 000 PP
cetakan cetakan
dan dan
penggand | penggandaa
aan n




VILVI- 54
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
Tujuan , pada Periode Renstra at
Sasaran , Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Daerah

Tujua Program | program Awal Penangg

n Sasaran | Kode d?n (Outcome), | Perencana ungjawa | Ket
Kegiatan Kegiatan an b

(©utput) |01 | 201 2019 2020 2021 2022 2023 Targe | Rp.
7 g | Targe Rp. Targ Rp. Target Rp. Targe Rp. Targ Rp. t (000)
t (000) et (000) (000) t (000) et (000)

(1) (2) (3) 4 (5) © | (7) (8) ) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Penyediaa | jumlah 88 | 88 |8 3.000.0 | 8 4.000.00 | 8 4.000.0 | 8 4.000. | 8 4.000.0 | 8 3.000.0 | SATPOL
n komponen % % | jenis 00 | jenis 0 | jenis 00 | jenis 000 | jenis 00 | jenis 00 PP
komponen | instalasi
instalasi listrik/pene
listrik/pe | rangan
nerangan | bangunan
bangunan | kantor
kantor
Penyediaa | jumlah 100 | 100 | 720 6.000.0 | 720 | 8.000.00 | 720 8.000.0 { 720 8.000. | 720 8.000.0 | 720 6.000.0 | SATPOL
n Bahan Bahan % % | eks 00 | eks 0| eks 00 | eks 000 | eks 00 | eks 00 PP
Bacaan Bacaan dan
dan Peraturan
Peraturan | Perundang-

Perundan | Undangan

g—.

Undangan

Penyediaa | jumlah 56 | 56 | 1000 | 54.000. | 100 | 65.000.0 | 1000 | 65.000. | 1000 | 65.000 | 100 65.000. | 1000 54.000. | SATPOL
n makanan % % | dos 000 | O 00 | dos 000 | dos 0000 000 | dos 000 PP
makanan | dan dos dos

dan minuman

minuman

Rapat- jumlah 100 | 100 | 12 150.00 | 12 200.000. | 12 200.000 | 12 200.00 | 12 200.000 { 12 150.000 | SATPOL
rapat rapat-rapat | % % | kali 0.000 | kali 000 | kali .000 | kali 0.000 | kali .000 | kali .000 PP
koordinasi | koordinasi

dan dan

konsultasi | konsultasi

keluar keluar

daerah daerah




VILVI- 55
Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
Tyjuan , pada Periode Renstra at
Sasaran , Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Daerah
Tujua Program Program Awal Penangg
n Sasaran | Kode dan (Outcome), | Perencana ungjawa | Ket
Kegiatan | Kegiatan an b
Output) | 0 | 201 2019 2020 2021 2022 2023 Targe | Rp.
7 g | Targe Rp. Targ Rp. Target Rp. Targe Rp. Targ Rp. t (000)
t (000) et (000) (000 t (000 et (000)

(1) (2) (3) 4 (5) 6 | M (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Peringata | Jumlah 85 2 20.000. | 2 25.000.0 | 2 25.000. | 2 kali | 25.000 | 2 25.000. | 2 20.000. | SATPOL
n/Kegiata | keikutserta | % kali 000 | kali 00 | kali 000 .000 | kali 000 | kali 000 PP
n an
Insidentil | insidentil
Program Persentase | 100 | 100 | 100 184.00 SATPOL
peningkat | laporan % % | % 0.000 PP
an kinerja dan
pengemba | keuangan
ngan yang
sistem disusun
pelaporan | sesuai
, capaian | jadwal
kinerja,
dan
keuangan
Penyusun | jumlah 100 |1 100 | 5 40.000. | 5 45.000.0 | 5 45.000. | 5 45.000 | 5 45.000. | 5 40.000. | SATPOL
an dokumen % % | doku 000 | dok 00 | doku 000 | doku .000 | dok 000 | doku 000 PP
laporan laporan men ume men men ume men
capaian capaian n n
kinerja kinerja dan
dan ikhtisar
ikhtisar realisasi
realisasi kinerja
kinerja SKPD
SKPD
Penyusun | jumlah 100 | 100 | 12 110.00 | 12 165.000. | 12 165.000 | 12 165.00 | 12 165.000 | 12 110.000 | SATPOL
an laporan % % | doku 0.000 | dok 000 | doku .000 | doku 0.000 | dok .000 | doku .000 PP
laporan keuangan men ume men men ume men
keuangan n n




VIL.VI- 56

Indikato Data Kondisi Unit

r Kinerja | Capaian Kinerja Pada | Perangkat

Tujuan , pada Akhir Periode Daerah

Sasaran Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Renstra PD Penanggu
. Program s Awal ngjawab

Tujuan | Sasaran | Kode dan Program | Perencana Ket
Kegiatan | (Outcom an
e), 2019 2020 2021 2022 2023
Kegiatan | 201 | 201 Tar Targ Rp.
ge Rp. Targ Rp. Rp. Rp. Targ Rp.

@upug | 7 | 8 T 000 | et | 000) | TeEet | 000y | TerEet| 000y | et | (oo | | ©%

(1) (2) (3) 4) (5) 6 | (@ 8 ©) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) | (19) (20) (21)
Penyusun | jumlah 100 | 100 | 15 8.000 | 15 15.000.0 | 15 15.000 | 15 15.000 | 15 15.000.0 | 15 20.000 | SATPOL
an dokume % % | eksem .000 | ekse 00 | eksem .000 | ekse .000 | ekse 00 | eks .000 PP
RKA/PRK |n plar mpla plar mpla mpla em
Adan RKA/PR r r r plar
DPA/DPP | KA dan
A DPA/DP

PA
Penyusun | jumlah 100 § 100 | 10 8.000 | 10 25.000.0 | 10 30.000 | 10 30.000 | 10 50.000.0 | 10 75.000 | SATPOL
an/Reviu | dokume % % | eksp .000 | eksp 00 | eksp .000 | eksp .000 | eksp 00 | eks .000 PP
Renstra n P

Renstra
Penyusun | Jumlah 100 | 100 | 10 10.00 | 10 25.000.0 | 10 25.000 | 10 25.000 | 10 50.000.0 | 10 50.000 | SATPOL
an Renja dokume % % | eksp 0.000 { eksp 00 | eksp .000 | eksp .000 | eksp 00 | eks .000 PP

n Renja r
Penyusun | Jumlah 10 25.000.0 | 10 25.000 | 10 25.000 | 10 50.000.0 | 10 50.000 | SATPOL
an Profil dokume eksp 00 | eksp .000 | eksp .000 | eksp 00 | eks .000 PP
Perangkat | n profil P
Daerah perangk

at

daerah

Persenta 100% 100% 100% 100 100 SATPOL

se % % PP

sarana

dan

prasaran

a dalam

kondisi

baik




VIL.VI- 57
Indikato Data Kondisi Unit
r Kinerja | Capaian Kinerja Pada | Perangkat
Tujuan , pada Akhir Periode Daerah
Sasaran Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Renstra PD Penanggu
. Program , Awal ngjawab
Tujuan | Sasaran | Kode dan Program | Perencana Ket
Kegiatan | (Outcom an
Kegei)étan 201 | 201 Targezolng o 2020Rp 2021Rp 2022Rp — 2023Rp Targ | Rp.
Qutpu) | 7 | 8 t ©00) | et | (000) | T®®et| (000) |TA™®t| (000) | ‘et | (00O ot | 09
(1) (2) 3 4) (5) ©) | (7) (8) () (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) [ (19) (20) (21)
Program Persenta | 90 90 | 100% | 1.828. SATPOL PP
peningkat | se % % 700.00
an sarana | gedung/ 0
dan kantor
prasarana | yang
aparatur terpeliha
ra
dengan
baik
Pemelihar | jumlah 100 | 100 | 1 100.00 | 1 200.000. | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 100.0 | SATPOL PP
aan gedung % % | gedu 0.000 | gedu 000 | gedung 0.000 | gedu 0.000 | gedu 0.000 | gedu | 00.00
rutin/berk | kantor ng ng ng ng ng 0
ala yang
gedung dipelihar
kantor a
Pengadaa | jumlah 100 | 100 | 1 205.00 | 3 2.000.00 | 3 unit 2.000. | 3 2.000. | 3 2.000. | 3 2.000 | SATPOL PP
n kendara % % | unit 0.000 | unit 0.000 000.00 | unit 000.00 | unit 000.00 | unit .000.
kendaraan | an 0 0 0 000
dinas/ope | dinas/o
rasional perasion
al
Pemelihar | jumlah 90 | 90 |42 1.000. | 42 1.300.00 { 42 unit | 1.300. | 42 1.300. | 42 1.300. | 42 1.000 | SATPOL PP
aan kendara % % | unit 000.00 | unit 0.000 000.00 | unit 000.00 | unit 000.00 | unit .000.
rutin/berk | an 0] 0 0 0 000
ala dinas/o
kendaraan | perasion
dinas/ope | al yang
rasional dipelihar
a
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Indikato Data Kondisi Unit
r Kinerja | Capaian Kinerja Pada | Perangkat
Tujuan, pada Akhir Periode Daerah
Sasaran Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Renstra PD Penanggu
. Program , Awal ngjawab
Tujuan | Sasaran | Kode dan Program | Perencana Ket
Kegiatan | (Outcom an
Ke;gtan 201 | 201 Targezolng — 2020Rp 2021Rp 2022Rp — 2023Rp Targ | Rp.
(Outpu) | 7 | 8 t ©000) | et | (000) |T2Et| (oo0) | TerEt| 000y | et | 000y | < | %

(1) 2) (3) 4 (5) 6 | (@ (8) 9l (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Persenta | 80 80% 0 SATPOL
se % PP
ketersedi
aan/kec
ukupan
peralata
n dan
perlengk
apan
aparatur

Pengadaa | jumlah 80 80 |3 113.70 | 3 150.000 | 3 jenis | 150.000 | 3 150.00 | 3 150.000 | 3 113.70 | SATPOL
n peralata % % | jenis 0.000 | jenis .000 .000 | jenis 0.000 | jenis .000 | jeni 0.000 PP
peralatan | n s

gedung gedung

kantor kantor

Pemelihar | jumlah 100 | 100 | 20 80.000 | 20 100.000 { 20 unit | 100.000 | 20 100.00 | 20 100.00 | 20 80.000.00 | SATPOL
aan perlengka | % % | unit .000 | unit .000 .000 | unit 0.000 | unit 0.000 | unit 0 PP
rutin/ber | pan

kala gedung

perlengka | kantor

pan yang

gedung dipelihara

kantor

Pengadaa | jumlah 100 | 100 | 260 330.00 | 260 750.000 | 260 750.000 | 260 750.00 [ 260 | 750.00 | 260 330.000.0 | SATPOL
n pakaian | pakaian % % | stel 0.000 | stel .000 | stel .000 | stel 0.000 | stel 0.000 | stel 00 PP
dinas dinas

beserta beserta

perlengka | perlengka

pannya pannya
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Indikato Data Kondisi Kinerja Unit
r Kinerja | Capaian Pada Akhir Perangk
Tujuan , pada Periode Renstra at
Sasaran Tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Daerah
. Program R Awal Penangg
Tujuan | Sasaran | Kode d_an Program | Perencana ungjawa Ket
Kegiatan | (Outcom an b
Keg‘;’a'tan 201 | 201 Targezolng — 2020Rp 2021Rp 202>2Rp — 2023Rp Targe Rp.
©upuy | 7 | & || 0o0) | et | (000) | TeEet | oo0) | T2t | (000) | et | (000) ‘ (000)

(1) (2) 3 (4) (5) 6 [ (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Pembuata | Jumlah - - 1 100.00 | 1 100.000 - - - - - - - - SATPOL
n dan aplikasi aplik 0.000 | aplik .000 PP
Pengemba | yang asi asi
ngan dibuat
Aplikasi
Pengadua
n

Nilai 78 78 78 80 80

survey

kepuasan

internal
Pelaksana | jumlah 100 | 100 | 6 8.000. | 6 8.000.0 | 6eksp | 8.000. | 6eksp | 8.000. |6 8.000.0 | 6 8.000.0 | SATPOL
an Survei | Survei % % | eksp 000 | eksp 00 000 000 | eksp 00 | eksp 00 PP
Kepuasan | Kepuasan
Masyarak | Masyarak
at at
Peningkat | Jumlah 285 462.000 | 220 462.00 | 220 462.00 | 220 462.000 | 220 350.000 | SATPOL
an/Penge | sumber orang .000 | orang 0.000 | orang 0.000 | oran .000 | oran .000 PP
mbangan | daya g g
Kapasitas | aparatur
Sumber yang
Daya ditingkatk
Aparatur | an

/dikemba

ngkan

kapasitas

nya
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Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk
. Program guaé]:r?n ” pad:‘;ll‘:lhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod;ll;enst.ra Daﬁ:'ah
Tujua Sasaran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket
n Kegiatan | (Outcome n ungjawa
) 2019 2020 2021 2022 2023 b
i 201 Targe Rp.
{{C‘;ﬁgt:g 7 | 2018 Target Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targe Rp. Targe Rp. tg (0(1))0)
{000 et (000) t (000 t (000) t (000)
(1) (2) 3l 4) (5) (6) ] 8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Penyediaa | Jumlah 50 110.00 | 50 110.000 | 50 110.00 | 50 110.000 | 50 110.000 | SATPOL
n Jasa petugas oran 0.000 | oran .000 | oran 0.000 | oran .000 | orang .000 PP
Pengaman | pengama g g g g
an Kantor | nan
kantor
Rasio 100 | 100 100%
Polisi % %
Pamong
Praja per
10.000
penduduk
Program Persentas | 100 | 100 | 90% 785.00 SATPOL
Pembinaa | e anggota % % 0.000 PP
n Polisi Polisi
Pamong Pamong
Praja Praja
yang telah
mengikuti
pelatihan
teknis
Bimbinga | Jumlah 100 40 75.000 SATPOL
n Teknis peserta % orang .000 PP
Implemen | bimtek
tasi implemen
peraturan | tasi
perundan | peraturan
g perundan
undangan | g-
undangan
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Indikator Data Kondisi Kinerja Unit
Kinerja Capaian Pada Akhir Perangk

. Program g:é]::ann’, padz‘;ll‘aalhun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penod;DRenst.ra Dazf'ah

Tujua | oo coran | Kode dan Program | Perencanaa Penangg | Ket

n Kegiatan | (Outcome n ungjawa

) 2019 2020 2021 2022 2023 b
Kegiatan 201 2018 R Targe Rp.
P. Tar Rp. Rp. Targe Rp. Targe Rp.
(Output) | 7 Target | 000) | get | (000) | TB"8¢t | (000 e | ©oo | ¢ | oo | ° | ©%

(1) (2) 3) 4 (5) (6) (7 (8) 9) (100 | (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Peningkat | Jumlah 100 | 100 | 220 350.00 SATPOL
an mental | anggota % | % orang 0.000 PP
dan fisik | yang
aparatur | mendapat

kan

pelatihan

dan

pembinaa

n mental

dan fisik
Pelatthan | Jumlah 100 { 100 | 25 285.00 SATPOL
Kompeten | peserta % | % orang 0.000 PP
si Pol-PP | pelatihan

kompeten

si Pol-PP
Analisa Jumlah 100 6 75.000. SATPOL
Pengemba | dokumen % doku 000 PP
ngan kajian men
Kompeten | yang
si Pol-PP | diterbitka

n




VILVII- 62

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 dan tabel 7.2 di bawah
ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-
2023

Kondisi Kinerja Kondisi
pada Awal Target Capaian Tahun Akhir
No Indikator Periode RPJMD Kinerja

2017 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

(1) 2) 3 4 )] (6) (7) (8 9) (19)

1 | Persentase 5% 3% 3%
penurunan
jumlah
pengaduan
masyarakat
terhadap
gangguan
ketentraman
dan
ketertiban
umum

2 | Tingkat 24 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8
penyelesaian
pelanggaran
K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan)

3 | Rasio Linmas 0,74 0,74 0,74| 0,81 0,87 | 0,93 1 1
per RT

4 | Persentase 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
tingkat
waktu
tanggap
(response
Time Rate)
kejadian
kebakaran

S | Nilai SAKIP 75 78 79 80 80 80 80 80
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Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja
pada Awal
Periode RPJMD

Target Capaian Tahun

2017 | 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
periode
RPJMD

(1)

)

@) 4)

&)

(6)

(7

@)

)

(10)

Cakupan
patroli siaga
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
dalam sehari

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
penanganan
pelanggaran
Perda

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
potensi satuan
linmas

96%

96%

96%

96%

96%

Persentase
tingkat waktu
tanggap
(response Time
Rate) kejadian
kebakaran

100% | 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
dokumen
perencanaan,
keuangan dan
pelaporan yang
disusun tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
sarana dan
prasarana
dalam kondisi
baik

100%

100%

100%

100%

100%

Nilai survey
kepuasan
internal

78

78

78

80

80
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2018 - 2023
merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi satuan berdasarkan RPJMD Kota Malang Tahun 2018 - 2023.
Renstra ini dilaksanakan karena perubahan struktur organisasi dan peraturan
tentang pemerintahan daerah dimana penanganan bahaya kebakaran masuk
dalam pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban dan sesuai dengan Perda
Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah tugas fungsi pemadam kebakaran merupakan kewenangan Satpol PP
Kota Malang.

Renstra ini juga disusun berdasarkan pedoman dari RPJMD Kota Malang
termasuk analisis visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
serta lingkungan hidup strategis yang berkembang selama lima tahun terakhir.

Renstra ini selain sebagai dokumen perencanaan juga dimaksudkan
sebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan satuan, dimana
keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan hanya merupakan dokumen perencanaan
bagi Satpol PP semata tetapi merupakan salah satu dokumen pelengkap bagi
dokumen perencanaan strategis daerah lainnya.

Malang, 2019

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI



